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A. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan
menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan
umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan. Dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan
sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan
pelayanan umum.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tujuan
transportasi adalah untuk mewujudkan lau lintas dan angkutan jalan dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun
memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah
daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai
pendorong, penggerak dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.*®

Maka untuk mewujudkan hal tersebut di atas semua peruntukkannya
harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan serta sesuai

dengan kelas jalan yang dilalui. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

15 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan
!¢ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
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bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan
menyangkut aspek keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan
bermotor di jalan sampai pada tujuannya dan kelestarian lingkungan dari
kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang
digunakan di jalan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan materil.

Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut
tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang secara
keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi
nasional. Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan tersebut
menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun
masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan
angkutan jalan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal,
diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan
pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi
secara utuh, tertib, teratur dan sinergenik antara satu dengan lainnya, tanpa
mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun
2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, diatur kewajiban
pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka
mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi,
pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia,

mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut
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kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan kendaraan yang
bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu
lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka

perencanaan pembangunan nasional.

. Sasaran Pengujian Kendaraan Bermotor

Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa,
mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji
berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional
dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang
batas laik jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di
jalan meliputi:

1. Sistem rem

2. Sistem kemudi

3. Posisi roda depan

4. Badan dan kerangka kendaraan
5. Pemuatan

6. Klakson

7. Lampu-lampu

8. Penghapus kaca

9. Kaca Spion
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10. Ban

11. Emisi gas buang

12. Kaca depan dan kaca jendela
13. Alat pengukur kecepatan

14. Sabuk keselamatan

15. Perlengkapan dan peralatan.*’

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan
bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan
akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran
pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguiji,
mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji
secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam
sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan

persyaratan teknis yang objektif.

C. Manfaat dan Tujuan Pengujian
1. Manfaat pengujian
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun
2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, manfaat pengujian

kendaraan bermotor sebagai berikut:

Yperaturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
diJalan
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a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kendaraan lalu
lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusan-kerusakan berat
pada waktu pemakaian.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha tentang daya
angkut yang diizinkan, muatan sumbu terberat serta kelas jalan terendah
yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan
di jembatan.

c. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha/pemilik kendaraan
bermotor.

d. Menginformasikan kelemahan-kelemahan terhadap produksi tertentu
untuk langkah penyempurnaan khususnya bagi produsen atau agen
tunggal pemegang merek.

e. Menyajikan data kuantitatif tentang potensi angkutan, baik angkutan
penumpang maupun angkutan barang dalam hubungan dengan
pembinaan angkutan secara umum.®

2. Tujuan pengujian

a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

18 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan
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c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam
rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan Yyang telah
direncanakan.

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
dalam planning yaitu standar.

f. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan
dan perintah.

g. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

h. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

i. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang
dihasilkan.

j. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.*®

D. Karakteristik Pengujian yang Efektif
1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang
tidak akurat dari sistem pengujian dapat menyebabkan organisasi
mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah
yang seharusnya tidak ada.
2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi

secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

9 Ahmad Munawar,Manajemen Lalu Lintas Perkotaan (Yogyakarta: Beta Offset, 2006),
h. 90
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. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat
objektif serta lengkap.

. Terpusat pada titik-titik pengujiaan strategic, sistem pengujian harus
memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-
penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan
mengakibatkan kerusakan yang paling patal.

. Realistic secara ekonomis, biaya pelaksanaan sistem pengujian harus lebih
rendah, atau paling tidak sama dengan sistem yang diperoleh dari sistem
tersebut.

. Realistik secara organisasional, sistem pengujian harus cocok atau harmonis
dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

. Terkoordinasi, informasi pengujian harus terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi dikarenakan setiap tahap dari proses pekerjaan dapat
mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi
pengujian harus sampai pada keseluruhan personalia yang memerlukan.

. Fleksibel, pengujian harus mempunyai fleksibel untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.

. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengujian afektif harus
menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan korelasi apa

yang sebenarnya diambil.
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10. Diterima para anggota organisasi, sistem pengujian harus mampu
mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong

perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.”’

E. Tinjauan Umum Tentang Uji Laik Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Laik berarti : memenuhi
persyaratan yang ada, patut, pantas, layak.”* Dalam kamus hukum, kata laik
berarti: pantas, patut, layak: memenuhi persyaratan yang ditentukan (oleh
undang-undang), memenuhi persyaratan yang harus ada atau dipenuhi.??

Sedangkan menurut ketentuan umum dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kenderaan ,
Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran
udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.?® Di Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, pengujian
dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk persyaratan ambang batas
emisi gas dan kebisingan yang harus dipenuhi.?*

Kendaraan-kendaraan khusus harus diuji secara khusus, karena
disamping memiliki peralatan standar yang dipersyaratkan untuk kendaraan

bermotor pada umumnya, kendaraan khusus memiliki penggunaan Kkhusus,

20T, Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 133

2! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit, h. 356

22 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 239

2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala
Kenderaan Bermotor

2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
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misalnya katup penyelamat, tangki bertekanan dan lain sebagainya. Pengujian
tipe kendaraan bermotor dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap
tipe atau contoh produksi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan sebelum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui
diimpor atau diproduksi dan/ atau dirakit secara masal. Termasuk dalam uji
tipe ini adalah uji samping yaitu pengujian terhadap salah satu dari seri
produksi kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan, maka diberlakukan uji berkala dalam satu periode
tertentu.?

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ditentukan tentang persyaratan laik jalan pada kendaraan
bermotor, yaitu:

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan
peruntukannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai
dengan kelas jalan yang dilalui.

2. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus yang dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri serta di
impor, harus sesuai dengan peruntukan dan jelas jalan yang akan
dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

3. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan

kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.

% ibid
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4. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud diberikan
tanda bukti.?®

Pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan,
peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis
kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan,
penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Pengertian laik jalan
adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar
terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan
kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.

Sistem pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu sub sistem dari
sistem transportasi jalan yang berperan sangat menentukan dalam mewujudkan
suatu sistem transportasi jalan yang efisien. Tolak ukur efisiensi dimaksud
antara lain mencakup pencapaian beberapa kriteria di antaranya sebagai
berikut:

1) Biaya (financial).

2) Waktu.

3) Penghematan energi.

4) Jaminan penyediaan kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang
disepakati baik dalam cakupan nasional, regional maupun internasional.

5) Jaminan keselamatan penggunaan fasilitas kendaraan bermotor baik untuk

manusia maupun barang.

% bid
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6) Proteksi dampak penggunaan kendaraan bermotor terhadap pencemaran
lingkungan.

Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah
sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapai
berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu
penanganan yang terpadu dalam memastikan kelaikan jalan seluruh kendaraan
bermotor secara berkesinambungan, sejak berada pada tahapan prototype
desain, selanjutnya pada tahapan produksi dan kemudian pada tahapan

operasional kendaraan bermotor.?’
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